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ABSTRAK
Karlina. 14.2100.029. Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di
Pengadilan Agama Parepare (Analisis Kasus Perceraian) (Di bimbing oleh Budiman
& Fikri).

Penelitian ini menjelaskan tanntang “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara
Perceraian diPengadilan Agama Parepare”, mediasi adalah suatu alternatif
penyelesaian sengketa yang digunakan di Pengadilan Indonesia, cerai gugat
merupakan salah satu perkara yang paling banyak di ajukan di Pengadilan Agama
Parepare, sehingga perlu dipertanyakan keefektifan dari Perma No 01 tahun 2016
yang secara tegas dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mendamaikan para
pihak yang bersengketa dan meminimalisir perkara di Pengadilan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui;1) Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Parepare.2)
Peran hakim mediator dalam mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama
Parepare. 3) Efektifitas mediasi pascaPerma No 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama
Parepare.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)yang bersifat
deskriptif  kualitatif,dengan “mengambil “lokasi di ~ Pengadilan Agama
Parepare.Pendekatan  penelitian menggunakan = pendekatan = normative dan
yuridis.Adapun sumber data dalam penelitian ini lalah sumber data primer dan
sekunder dengan tehnik observasi, interview, dan dokumentasi.Adapun jenis analisis
datanya menggunakan analisis induktif.

Hasil penelitianini, yaitu; 1) Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Parepare
ada beberapa tahap; Tahap Pramediasi, Tahap Proses Mediasi, Mediasi Mencapai
Kesepakatan, Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan, Tempat Penyelenggaraan
Mediasi, dan Perdamain Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. 2) Peran
hakim mediator dalam mediasi_perkara cerai_gugat sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan mediasi. Faktor- faktor yang menjadi pendukung keberhasilan mediasi
yaitu, kemampuan mediator, faktor.sosiologis dan psikologis, maral dan kerohanian
serta adanya Iktikad baik para pihak.Sedangkan yang menjadi faktor penghambat
keberhasilan mediasi yaitu; Adanya Keinginan kuat para pihak untuk bercerai, sudah
terjadi konflik yang berkepanjangan, dan adanya kekerasan dalam rumah tangga. 3)
Efektivitas mediasi pasca, Perma No 1 tahun 2016_diPengadilan Agama Parepare
menunjukan bahwa mediasi pelum efektif-karena tingkat keberhasilan mediasi belum
maksimal, hanya. 11 perkara.yang.berhasil didamaikan.melaluiproses mediasi dari 95
perkara cerai gugat yang ditangani Pengadilan Agama Parepare atau hanya mencapai
11,58% di tahun 2018. Faktor-faktorpenyebabnya adalah: Semakin meningkatnya
kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan,Fasilitas dan sarana mediasi di
Pengadilan Agama Parepare masihkurang memadai baik dari segi ruang mediasi
maupun fasilitas penunjang didalamnya, Tingkat kepatuhan masyarakat yang
menjalani proses mediasi sangat rendah dan Kurangnya hakim mediator.

Kata kunci : Cerai gugat, Mediasi, Eektifitas Perma No 1 tahun 2016.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) yaitu mahluk yang tidak

dapat melepaskan diri dari berhubung berinteraksi dengan manusia yang lain
untuk memenuhi kebutuh nani  maupun rohani. Dalam
melaksanakan aktivit: sosial anta entu  saja akan terdapat
dinamika berupa persamaan ataupun perbedaa ersaman  tentu saja akan

kan benih-

ik pendapat maupun ke yang yang
dupan sehari-hari. Per
alah hal yang manusia i jadi dalam

ah hal biasa. Akan tetapi h a ters enjadi luar

biasa ap dak dapat dis ng tepat.

ka sosial yang terj ni s berkemba ikian pesat

hingga emicu terb persaingan etat dalam
hidupan FNREFAHE“ kekuata atan sosial.

i semakin

K dalam sistem

sosial yang pada tahapan selanjutnya’ akan mendorong lahirnya paham-paham

tertentu, seperti paham egoisme, materealisme, dan individualisme dalam struktur

"Maskur Hidayat,Strategi & Taktik Mediiasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan,(Cet. 1; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), h. 1.

16
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masyarakat secara global.Kondisi sosial seperti ini akan menjadi salah satu
penyebab timbulnya konflik dan ketegangan sebagai akibat dari terganggunya
keseimbangan sosial dan hilangnya nilai-nilai kearifan dalam lingkup interaksi antar

individu.

Pertentangan, perselisihan, debatan argumentatif merupakan salah

satu upaya yang dilakuk pertahankan pendirian dan

pengakuan dalam pros paian suatu kepe 2erselisinan terjadi karena

maupun dengan mengg um formal
egara melalui forum liti

ngketa melalui pihak k i ngan hakam

aka kirimlah
ari  keluarga
perbaikan,
Allah Maha

Peraturan

Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

2D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan
Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan (Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 1-2.

3Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Raja Publishing, 2011), h.
84.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



18

Perma ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara
yang diajukan para pihak ke Pengadilan. Hakim tidak secara langsung
menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (litigasi), tetapi harus terlebih

dahulu mengupayakan mediasi. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus

ditempuh hakim dalam memut ara di Pengadilan.* Mediasi pada

pengadilan memperkuat u yang tertuang dalam hukum

acara pasal 130 HIR ndonesische atau pasal 154 Rbg

(Rechtreglement B
itu  semua
mengikuti

n sebagai suatu pelang

at mengakibatkan putu b Tetapi
pada k g dilakukan selama ini dan sangat
sedikit akan menempuh jalan dam i erma No. 1

Tahun2

menjad

ambaran um mediasi te selanjutnya
5 penting dal ur keberhasi diasi, yakni
apabila berperkara la berdamai selanjutnya

aranya. ManMRE No. 1 Ta )08 tentang
i .

4Syahrizal Abbas, Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan
HukumNasional (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 301.

SSarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), h. 159.

®Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bab I, pasal Il.
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hukum acara yang tidak dapat terpisahkan dengan tahapan proses lainnya, seperti
pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan lainsebagainya.
Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur

mediasi di pengadilan adalah sebagai penyempurnaan terhadap Peratura Mahkamah

Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang edur mediasi di pengadilan. Tahun 2008

ditemukan beberapa masa n. mediasi di pengadilan tidak
efektif. Mahkamah A

kendala-kendala dale

semula antara lain karena tida

untuk diasi.’
u dilakukan pengkajian

m. Berdasarkan alasan ters ah Agung

sistem

mempercepat, mempermurah dan mempermudah proses penyelesaian sengketa serta

memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan

"Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,(Cet. 1I;
Tangerang: PT.Telaga Ilmu Indonesia, 2011), h. 183.
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instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus
memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di
samping proses pengadilan yang bersifat memutus.

Kehadiran Perma No. 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan

kepastian, ketertiban, kelancaran ¢ oroses mendamaikan para pihak untuk

menyelesaikan suatu seng dapat dilakukan dengan
mengoptimalkan fung : yelesaian sengketa dan
memenuhi kebutuhan pele ebih berdayaguna dan mampu
mening

me Nt ahun 2016,
karena me rupakan bagian yang Jari proses

pen Para pihak wajib me : enyelesaian

lui Bila para pihak melan enerapkan

asi, gugatan dinyatakan tidak eh Hakim
ara dan dike
2). Oleh karenan al i nnya wajib
bahwa perk i perdamaian
akhir yang

ghukuman

Putusan perdamaian dalam praktik yang dihadapi kenyataannya masih jarang
dijumpai walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas
ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka

bermusyawarah di dalam menghadapi sengketa yang dihadapi serta manfaat yang
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bisa diraih jika memilih mediasi dari pada “menyelesaikan” perkara di pengadilan,
tetapi faktanya menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan belum
memanfaatkan prosedur proses mediasi ini seoptimal mungkin.

Pengoptimalan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata, para
hakim di Pengadilan sudah seha elalu mengupayakan dua pihak yang

bersengketa untuk menemp jalur damai akan mempercepat

leh banyak faktor, sep
nderungan manusia un
solution), mempercep

adengancaramediasikepenti nkei

omikan deng tan yang dap

ak.®

lan dalam p ara membut

formalitas, sukar dipahami dan tidak ada jaminan atas kepastian hukum sehingga

8Nurhidayah, “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para
Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa Pada Pengadilan Agama Sungguminasa”. SKripsi
(Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017), h. 8.
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untuk memperoleh keadilan tidak cepat.
Adapun yang memperlambat proses penyelesaian perkara dalam pengadilan,
menurut Kadi Sastrowirjono ialah pada proses jawaban, termohon/tergugat sudah

ditentukan waktunya. Namun pada waktu yang sudah ditentukan itu

termohon/tergugat tidak dapat me sehingga tertunda proses berikutnya.

Demikian pula pada pemohon/penggugat  dan
memperpanjang proses
penyelesaian

haman yang

salah te i T a annyaproses

gama, ketika seorang at/pe mengajukan

ngharap proses percer berja ngan cepat,

aikan proses mediasi, a ti rang terjadi

au tergugat/termohon tidak nuhi pelaksanaan

satu pihak
dalam pemahaman
pihak-p ahami tujuan,

fungsi dan peran mediasi, sehingga prosedur mediasi itu sendiri berjalan .
Dari berbagai uraian permasalahan diataslah yang melatarbelakangi penelitian

ini, yaitu efektivitas mediasi dalam perkaracerai gugat di Pengadilan Agama.
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1.2. Rumusan Masalah
1.2.1 Bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Parepare?
1.2.2 Bagaiman peran hakim mediator dalam mediasi perkara cerai gugat di

Pengadilan Agama Parepare?

1.2.3. Bagaimana efektivitas mediasi 2. Perma No 1 tahun 2016 di Pengadilan

Agama Parepare?
1.3.Tujuan Penelitian
1.3.1. Untuk mengetahui prosedur mediasi di Pengadile
1.3.2. erai gugat di
1.3.3.U ktivitas mediasi pasc un 2016 di

repare.

bah ah keilmuan
memberi
eraian dan b jukan dalam

ik di lingku

1.4.1 Sebagai bahan bacaan serta bermanfaat bagi mereka yang berminat untuk
pengenmbangan ilmu pengetahuan, terutama pada pemahaman tentang

mediasi.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



24

1.4.2 Dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah karya-
karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literature atau sumber acuan pada

penelitian selanjutnya.

13l

PAREPARE
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BAB Il
TINJAUAN PENELITIAN
2.1.Hasil Penelitian Sebelumnya

Sebelum melakukan penelitian mengenai efektifitas mediasi dalam Perkara

cerai gugat di Pengadilan Agama , peneliti menemukan referensi yang

berkaitan dan menjadi bah igus pedoman dalam penelitian
ini,diantaranya:
Pandangan Sye A ang berjudul “ Mediasi Dalam

Dalam buku

tetapi lebih

secara umum Yyaitu

ra
n tujuan dan
9

-prinsip mediasi dan se .

i terdapat kesamaan t edia ana peniliti

membahas mediasi secar.

m d diasi dalam

um Internasi amun Yyang

Sengketa
enyelesaian
tama pada

pembahasan mediasi.'°Sedangkan penilitian ini membahas efektivitas mediasi dalam

9Syahrizal Abbas, Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan
HukumNasional, h. 28.

©ONurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata diPengadilan.
(Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012). h. 9.

25
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perkara cerai gugat di Pengadilan Agama (Analisis Kasus Perceraian).
Witanto, dalam bukunya “Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di
Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun

2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.”Buku ini membahas tentang

norma-norma yang terkandung di da RMA dengan kenyataan yang ada dalam

praktek dengan mengguna -contoh kasus dalambeberapa
pembahasan agar dap g i 3 na dan memahami segala

gkan dalam penelitian ini

Berdasarkan

g Nomor 01 Tahun 2 aian Perkara

i Makassar Tahu 2011- nya dibahas
es penyelesaian perka mediasi di
sar, kekuatan hukum putus dan faktor-

faktor : i penyelesaia ra perdata di

lam penilitian ini sama-sama
angkan yang i perbedaan,
peniliti un 2016 dan

1D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan
Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan , h. 12.

12Ristami Milana,” Efektifitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01
Tahun 2008 dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2016”
Skripsi (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016). h. 8.
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2.2.Tinjauan Teoritis
2.2.1 Teori Efektivitas Hukum
Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas secara etimologi (bahasa)

efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada pengaruhnya, akibat dan

kesannya.'® Efektivitas berarti ber uk dapat mencapai sasaran yang telah

ditetapkan sesuai dengan , sesuai pula dengan rencana,
baik dalam penggu a atau berusaha melalu

memperoleh hasil yang

efektif atau
ukan oleh 5 (lima) fakto
(undang-undang).Fakt
i material adalah perat i rlaku umum
sa pusat maupun daerah yan Deng ikian, maka
sional yang
rlaku umum

yang hanya

hukum yang
aku itu tidak

ada orang yang kebal terhadap penegakan hukum.

3Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT
Gramedia, 2008), h. 352.

14Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.
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2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan
hukum.Ruang lingkup dari istilah penegak hukumdapat dibatasi yang dalam arti
law enforcementdan juga peace maintenance. Penegak hukum itu sangat di identi

dari institusi  kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan

pemasyarakatan. Presfektif sosi setiap penegak hukum mempunyai
kedudukan dan perana. sisi tertentu di dalam struktur
kemasyarakatan, rendah. Kedudukan itu

adah, yang memuat h an kewajiban-kewajiban

2 dinamakan

occupant). Suatu hak s

wewenang

berbuat, sedangkan ke

atau tugas.

pat dijabarkan kedalam berikut;

eal (ideal role)

anan yang seh

anan yang dia diri (perceived role

al role).
gak hukum,
sehing demikian, di
dalam arusnya dan
peranan aktual.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.Tanpa sarana atau

fasilitas tertentu, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan

lancar. Sarana atau fasilitas, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan
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terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup,
dan seterusnya. Jika sarana dan fasilitas tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan
hukum akan mencapai tujuannya. Hambatan penyelesaian perkara bukan semata-

mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan

ketersediaan waktu untuk menge au menyelesaikan sangat terbatas. Suatu

masalah lain yang erat elesaian perkara dan sarana atau
istiwa hukum tersebut.

tersebut berlaku atau

garuhi penegakan huku
ia pada Kkhususnya, i pat-pendapat
enai Pertama-tama ada ber
huku g variasinya adalah:

um diartikan

terdapat
kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan
mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai

pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa
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dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya
merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada

karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan yang sebe a_bersatu padu dengan faktor masyarakat

sengaja dibedakan, karna a diketengahkan masalah sistem

nilai yang menjadi ebudayaan spit nonmaterial. Sebagai suatu

sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakate aka hukum mencakup,

an antara lembaga-le

dan seterusnya. Subst

nnya maupun acara unt : ang berlaku

maupun pencari keadilan. em) hukum

erlaku, nilai-
engenai apa anggap baik
sehingga dih 15 Nilai-nilai
kstrim yang

an di dalam

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman

Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum,” blog.digilib.unila.ac.id./7514/12/bab%252011pdf.(09 Februari 2018)
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b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan
c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.
Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti

membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa warga masyarakat

untuk taat terhadap hukum. Efektivi berarti mengakaji kaidah hukum yang

harus memenuhi syarat, yai osiologis, dan filosofis. Faktor-

dalam masyarakat adalah

a. sarkan pada
yang telah
b. ku secara sosiologis, ide ebut  efektif.
dapat dipaksakan berl 5a walaupun
iteri warga masyarakat (teor kaidah itu

karena adan rakat.
C. hukum berl fis, yaitu sesuai o cita hukum

nilai positif

etiap kaidah
hukum idah hukum
hanya berla kaidah mati

dan kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, kaidah itu

menjadi aturan pemaksa serta apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinan

16 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, h. 8.
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kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum).t’
Penjelasan di atas, tampak betapa rumitnya persoalan efektivitas hukum di
Indonesia. Sebab suatu kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi,

senantiasa dapat dikembalikan pada empat faktor yaitu satu, kaidah hukum atau

peraturan itu sendiri. Kedua, pet menegakkan atau yang menerapkan

hukum. Ketiga, sarana a kan akan dapat mendukung

pelaksanaan kaidah yang akan terkena ruang

bermanfaat,

gkan. lstilah ini jug ebagai  teori

reatest happiness theor adalah suatu

teori d tif yang menyatakan b yang patut
adalah an penggunaan (utility), kan sebagai
sme sebagai
teori sis 5 pertama kal idnya, John
Stuart a utilitariani ac al i dini ar atau salah
semata- i iba nya, dalam
menilai dalah jumlah
dakan yang

1Zainuddin Alli, Filsafat Hukum (Cet. I; Jakarta; Sinar Grafika, 2006), h. 94.
18“Utilitarianisme,” Wikipedia Bahasa Indonesia. Ensiklopedia Bebas.

https://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme (27 oktober 2018).

®Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, Filsafat Hukum Teori dan Praktek (Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 111-115.
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benar adalah yang menghasilkan surplus kebahagiaan terbesar ketimbang penderitaan
dan dalam mengkalkulasi kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan, tidak boleh
kebahagiaan seseorang dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang

lain.Kesejahteraan setiap orang sama penting dalam penilaian dan kalkulasi untuk

memilih tindakan. Utilitarisnisme mengunggukan asas kegunaan (The

Principle of Utility) atas a k-hak seseorang. Misalnya, bila

ang-orang di

i mencapai

anfaat, dan

yuatan harus

Daik-baiknya

2Nur Fas,”Teori Utilitarisme,”scribd.com/doc/60077900/teori-utilitarisnisme-1 (27 Oktober
2018).
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2.2.3. Teori Progresif
Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo ini

menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya.

“Hukum itu bukan hanlya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide,
kultur, dan cita-cita”.?

Satjipto Raharjo yan ikiran hukum perlu kembali pada

filosofis dasarnya, yai an filosofis tersebut, maka

manusia menjadi p kum bertugas melayani

m progresif

ang pro-keadilan dan hu

if, proses perubahan tid a peraturan,

u hukum mengaktualis ruang dan
hukum progresif ahan dengan
tanpa harus
tidak harus
ghadikarkan
melakukan
m dirasakan
manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan

hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

21Zain  AL-Muhtar, “Teori Hukum  Progresif =~ Menurut Satjipto  Rahardjo,”
.blogspot.com/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut-satjipto.pdf.(17 Juli 2018).
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Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat
proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argument-
argumen logis formal dicari sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara

yuridis-formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karena itu konsep hukum

progresif, hukum tidak mengabdi a sendiri, melainkan untuk tujuan yang
berada di luar dirinya.

2.3.Tinjauan Konse

2.3.1 Defenisi Efe

alam suatu kegiatan o : akan tugas

u. Efektifitas pada da

pada taraf

tau senantiasa dikaitk an  efesien,

perbedaan diantara kedu i enekankan

g dicapal, se efesie i imana cara

yang dicapai

tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika
memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau
dapat membawa hasil. Ketika kita memutuskan tujuan intruksional, maka efektifitas

dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai,
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maka semakin efektif pula media pembelajaran tersebut.
Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti menilai daya kerja hukum itu
dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Namun agar

hukum dan peraturan benar-benar berfungsi secara efektif, senantiasa dikembalikan

pada penegak hukumnya dan untuk i itnya memperhatikan lima faktor
penegakan hukum (law inf

1. Hukum atau aturan i

aksud dalam penelitia

Daian tujuan

an berkaitan dengan pe lam perkara

Agama. Seberapa besar diraih oleh

damai ah mediasi

yang ada, baik per yang berasal

maupun pera gama.

realita P]ADR Elpkln ringkali

pan  hukum
tuk dibahas

ak efektif atau
pelaksanaan hukum yang kurang efektif. Pada hakikatnya persoalan efektivitas

hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan,

2]Iham Idrus,” Efektivitas Hukum”, blogspot.com/2009/06/artikel-efektivitas-hukum.pdf.
(129 Oktober 2018).
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pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan
hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.
2.3.2 Defenisi Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai

proses pengikutsertaan pihak Keti am penyelesaian suatu perselisihan
sebagaipenasehat.?®
Mediasi secar
berada ditengah. Makng j ang © i pihak ketiga
sebagai
antara . i oa i erada pada
posisi ihak dalam menyelesai us mampu
menjags i ihak yang bersengketa
menum (trust) dari para pihak y.
ngka 1 Peraturan Mahkama
Tahun

sebagai

ori tripartite
karena perdamaian

menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1851 KUHP (Kitab

23Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Gitamedia Press), h. 522.

24Syahrizal Abbas, Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan
HukumNasional, h. 2.

25D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan
Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, h. 17.
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Undang-undang Hukum Perdata) menjanjikan atau menahan suatu barang,
mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu
perkara kemudian.?

Definisi mediasi secara terminologi banyak para ahli yan mengemukakannya,

diantaranya yaitu:
a. Jimly Joses Sembiring
“mengemukakan

proses peny engketa dengan perantara

pihak ketiga nihe memberi masuke asukan kepada para pihak

diasi sebagai proses n masalah di

k memihak (impartial) pihak yang

ntu mereka memperole jian dengan

kesepakatan
putusan atau

anya dialog

26350edharyo Soimin, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),
h. 457.
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2.3.3 Dasar Hukum Mediasi

Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan al-Shulh. Secara bahasa artinya
gath al-nizayakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari al-Shulhsendiri
adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.Praktik ini sudah
dilakukan pada masa Nabi Muhammad saw. Dengan berbagai bentuk. Untuk
mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslim dengan kaum
kafir dan antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berselisih. Al-
Shulhmenjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak
yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan ke hadapan hakim. Tujuan utamanya
adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan atas jalan keluar
akan konflik yang terjadi. Karena asasnya adalah kerelaan semua pihak.

Dalam perkara perceraian, al-Quran menjelaskan tentang al-Shulh dalam QS

an-Nisal4:128 sebagai berikut:
GOIN0 S $ 0L +@ WOOEO IS 2 2N
OO - P> ¢ €t o NV NEr =D ¢ <=
ARl OxRY o Xl+o o CDIBO TRRD
s R RECORG §)OE # oo NOB &< OREH ¢ N
XSO O o @O FH o @eHEC O o NONZ OGO ¢
YO HIT@ I Q290> TONLOOE O I BRI
BXARCROS D « ORO SO G OX@ 4 @S
& ) ARGV A Z L 7 5 MPREE B -2 QD * ¢+ <@
&Y S COORNEER ANPADBEOLD = o NO N>

Terjemahnya :

Dan jika seorang wanita Khawatir akan nusyuz atau stkap acuh dari suaminya,
maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar
benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu
menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan

memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuhg, maka sesungguhnya
Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.?

2'Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya(Cet. I;
Surabaya: UD. Halim, 2013), h. 99.
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Terkait ayat ini, berbagai aneka sebab nuzul ayat yang diriwayatkan oleh para
ulama semuanya berkaitan dengan kerelaan istri mengorbankan sebagian haknya
demi kelanggengan rumah tangga mereka. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri

Nabi saw., khawatir dicerai oleh Nabi saw., maka dia bermohon agar tidak dicerai

dengan menyerahkan haknya ber ama Rasul saw untuk istri Nabi saw.,
Aisyah yang paling beliau ci
erkaitan dengan kasus putri
lalu dia bermohon agar
tidak di a berdamai

rdapat dalam kitab Fiqi bahwa yang

ang takut akan nusyuz k acuh dari
g suaminya tidak lagi i apnya, yaitu
dan ingin menikah denga

.- an diriku d gan engkau

an’ wanita lain, e erbebas dar
Maka tidak

2narnya dan

audah saat itu

melakukan upaya perdamaian ketika ia khawatir akan terjadi perceraian. la berupaya

M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an,(Cet. I;
Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 603.

P Anshory Umar Sitanggal, Figih Syafi’l Sistematis. Juz 3-4(Cet. 1I; Damsyik: Darul Qalam,
1987), h. 332.
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mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan merelakan jatah harinya
diberikan kepada Aisyah, isteri Rasulullah saw., ‘Aisyah. Dalam hal ini, memang
tidak ada pihak ketiga sebagai mediator. Namun apa yang dilakukan Saudah adalah
bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang kemudian ditegaskan dalam syariat
Islam dengan diturunkannya QS an-Nisa ayat 128 tersebut. Demikian cara Saudah
mempertahankan keutuhan.rumah tangganya dengancara memberikan jatah harinya
untuk Aisyah.

Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam
QS al-Nisa: 4/35. Ayat ini lebih dekat dengan pengertian dan konsep mediasi yang
ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¢ @M e QY A ShesyHAZNE rrd, NOed
B XU A IS g0 & QOB & B O

o PERO S0 O8RSO SO XY e dOERO
FBHOOEORE QRO Lo B RELLOLD ¢TI XS
+ P s 5 @3 oo @ ARG o QO ORO
$QLAEGE A S Se OYRO o HOUE B O <

EHRNF - COORNEAHE . COORHON

Terjemahnya :
Dan jika kamu Khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah
seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari
keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri 1tu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Ayat ini menjelaskan bahwa jika ada syigag/persengketaan antara suami

isteri, maka Hakim mengutus 2 (dua) orang hakam/juru damai. Kedua hakam tersebut

3Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya (Cet. I;
Surabaya: UD. Halim, 2013), h. 84.
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bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar
terbaik bagi mereka, apakah baik bagi mereka perdamaian atau mengakhiri

perkawinan mereka. Syarat-syarat hakam adalah:

1. Berakal.
2. Baligh.
3. Adil.

4. Muslim.

konsep dan
praktik syarat-syarat
seperti mediator profesional. 3 uga berhak
membe S kah perkawinan antara i pertahankan
atau ba . Tidak berbeda dengan melaporkan
hasil me : ilihan, berhasil atau gagal.

Islam dala i etaan antara isteri adala

hmenjag han rumah t j kehidupan r angga, tidak

mungki i an pendapat erakumulasi

baik antara
kaum ., Kecua erdama ! enghalalka 3 haram dan
mengharamkan yang halal. Namun bila ‘terjadi, perdamaian adalah jalan utama yang
harus diambil selama tidak melanggar syariat.

Penulis berkesimpulan bahwa perdamaian dalam sengketa yang berkaitan

dengan hubungan keperdataan dalam Islam termasuk perkara perceraian adalah
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boleh, bahkan dianjurkan. Maka mediasi dalam perkara perceraian tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keutuhan rumah tangga. Bahkan
menjadikan upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa suami isteri

agar terhindar dari perceraian dengan tetap mengutamakan kemaslahatan dalam

kehidupan rumah tangga.
Kemudian dasar huk n. Peraturan Perundang-undangan
seperti dalam Pasal 8

dan (4) Unc ng Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Pengadilan Agamé berbunyi:

elum di'put kan, usaha ik at dilakukan
pemeriksaan. 3!

diberi berperkara.
Tawara amaia pemeriksaa ara sebelum
majelis ditawarkan hanya pada
suai dengan

sifat pe inisiati i _pi i anya pihak-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan

%1Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Cet. 2; Jakarta: Kencana Prenada Media
Group,2010), h.225-226.
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Kehakiman, pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk upaya penyelesaian
perkara pedata secara perdamaian.
Mengenai pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan, ada pasal-pasal lain

yang mengatur masalah perdamaian ini, yaitu dalam pasal 56 ayat (2), 65, 83

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ng Pengadilan Agama dan pasal 31, 33

PPNo. 9 Tahun 1975 Te No.1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.

Selain itu dale ompilasi Hukum Islam ) juga menganjurkan kepada
Hakim erperkara di

dalam p

gugatan perceraian Ha dua belah

im diputuskan, usaha m
riksaan.®?

lamaian ini,
diantara i Perdamaian
adalah

menjan ang sedang

bergant ) 12 erkara al al lain juga

dijelas kan tentang

%2Kansil dan Christine S.T. Kansil, Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
(Cet. 6; Jakarta: PT Pradnya Pramita, 2001) h. 110.

3Kompilasi Hukum Islam , Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan
(Cet. 2; Bandung: Fokus Media, 2007) h. 45-46.
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kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran, dapat
diadakan perdamaian.”*
Dalam Pasal 202 BW tentang pembubaran perkawinan juga menjelaskan

perdamaian yaitu “...pengadilan negeri harus memerintahkan kedua suami isteri,

supaya bersama-sama dan dengan iri, menghadap di muka seorang anggota

atau lebih dari pengadilan, coba mendamaikan keduabelah
Pasal 203 BW tentang
itu  pengadilan
leluasa, elama enam
bulan,ji f : i akan masih
tercapai
asal 130 HIR/154 RB wa Apabila
ditentukan kedua bela

pada ha 1 pengadilan

dengan idang berusaha mendamaik

(1 suatu akta

gaimana putusan

dap putuswxg ﬁ A ﬁkant dimoh

3450edharyo Soimin, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),
h. 457.

3SMaskur Hidayat,Strategi & Taktik Mediiasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 23.
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Dalam suatu sengketa antara dua pihak atau beberapa pihak, maka dapat
diupayakan untuk perdamaian. Perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan dan di
dalam pengadilan.

Di luar Pengadilan, mediasi dapat dilakukan di BP4 yang sekarang

kepanjangannya menjadi Pembinaan dan Pelestarian

Perekawinan), dasar hukun dapat dalam Peraturan Menteri
Agama No. 3 Tahun bahwa “Pengadilan Agama
dalam berusaha me eminta bantuan kepada

menasehati

enghapusan perkawina akim, atau

alam perkawinan itu. | perkawinan
ahkan perceraian, dalam
perceraian,

tidak ada jalan lai am i : perceraian.

jan atau ya putan talak,

utusan FﬁﬂsEPsﬂ,RiE/ang dite

oleh hakim
a.**Menurut
melepaskan
ikatan (hall al-gaid) atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan

kata-kata yang telah ditentutukan.®’

3Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia,(Cet.Ill ; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1998), h.268.

37 Anshory Umar Sitanggal, Figih Syafi’l Sistemati, h. 341.
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Dari definisi talak di atas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi
yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian
ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik didalam

fikih maupun di dalam Undang-undang Perkawinan.®Talak itu hukumnya dibolehkan

ketika berada dalam keadaan daru atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif
istri (khulu’). Syariat Isla an keadilan atau kesetimbangan

rusan talak sebagai hak

hingga tidak
n ikatan perkawinan dirinya dan
eperti itu demi melepas syariat Islam
untut perceraian melal Pengadilan

njuka atau berwenang dala

m perceraia a lain hadis

Ibnu Majah Ibnu Umar,

bersabda:

PAREPARE -

Al feadd]

“Perbuatan halal yang sangat dibenci olé
Daud).*

Allah azza wajallah adalah talak”(HR. Abu

%Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, h. 269.

39Muhammad Bagir Al-Habsyi, Figih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat
Para Ulama, (Cet. 1; Bandung: Mizzan Media Utama,2015), h. 234.

“40Athian Ali Moh, Keluarga Sakinah,(Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.
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Dengan memahami hadis tersebut, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya
perkawinan yang bahagia dan kekal dan menghindarkan terjadinya perceraian(talak).
Dapat dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya

perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.

2.3 Kerangka Pikir
Dalam penelitian ini itas hukum, teori asas utility dan

teori hukum progresif vitas hukum ac saha untuk dapat mencapai

sasaran yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula
ktunya atau

fisik untuk

aksimal. Menurut So : ahwa Teori
au tidaknya suatu huku aktor yaitu:

endiri (undang-undang) 2gak hukum,

fasilita. Keempat, Faktor akat lima, Faktor

eori asas Uti i nggunakan & gunaan atau

baik atau ti

m, bergant )ada apakah

hukum mberikan ke ia atau tida

dijetuskaPPASn;EIPﬁcRaskan ba

ngkan teori

kum adalah

buat bagan
kerangka pikir sebagai berikut:

470.
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Teori Efektivitas Hukum
1. Faktor Hukumnya Sendiri.
2. Faktor Penegakan Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas

4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

49

Pengadilan Agama Parepare

Mediasi

Teori Asas Utility Teori Hukum

(Asas Kegunaan Progresif

atau Manfaat) (Hukum itu Untuk
Manusia)

v

Cerai Gugat

A

w

Tidak Efektif
Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

terutama perempuan.

Fasilitas dan Sarana

Tingkat Kepatuhan Masyarakat
Kurangnya Mediator
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BAB II1
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) maka metode

pelaksanaan penelitian ini mengg metode kualitatif deskriptif. Penelitian

kualitatif merupakan rangkai natis untuk memperoleh jawaban

permasalahan yang di Vetode ini di ntuk memberi gambaran

mengenai efektivitas mediasi dalam perkara cera di Pengadilan Agama
Parepar ormatif dan
yuridis.
normatif yaitu merujuk hadits yang
. Sedangkan penelitian melihat dari
sub jud iti agaimana akan dihubu No 1 tahun
iasi di Pengadilan.
Waktu Pen
3.2.1 Lc 2nelitian

yenelitian ini

lan yang dip pelaksanaan

ang lebih dua

bulan.
3.3 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

3.3.1 Peran hakim mediator dalam mendamaikan para pihak yang berperkara di

51
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Pengadilan Agama Parepare.
3.3.2 Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama
Parepare.

3.3.3. Efektifitas mediasi setelah lahirnya Perma No 1 tahun 2106 di Pengadilan

Agama Parepare.
3.4 Jenis dan Sumber Dats
Jenis penelitia

ah penelitian 13 ield research) karena data

diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data ‘diperoleh dari data primer dan

ta empiris yang bersu atkan secara

enjalankan tugas sebag

telah tersedia a penelitian

encari tempa annya. Data seku

ini yaitu buk serta informg

uipem:fMAIR EPARE

pihak-pihak

apa teknik dan
instrumen penelitian, dimana teknik dan' instrumen penelitian yang satu dengan yang
lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar-benar valid

dan otentik.
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Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini

menggunakan beberapa metode yaitu :

351

3.5.2

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya

pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap

objek penelitian yang diteliti perilaku yang dapat diobservasi adalah;

dapat dilihat, dapa g, dan dapat diukur. Model
ervasi - partisipan®.  Yaitu
an sebagai anggota yang
alam hal ini

melakukan

amatan terhadap obje itian para hakim

Parepare.Seperti yang lan Agama

h (10) hakim yang bi Dagai hakim

cara (intervi i interview

berbagai ma al ini Hakim
oleh ada dua
alah berupa
k menggali
penelitian ini.
Adapun yang menjadi narasumber/informan yang akan diwawancara adalah

Hakim mediator.

4Burhan bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2012)h.38.
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3.5.3 Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa
catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan
sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang

diteliti.*?Dokumen  merupakan salah satu yang digunakan untuk

mengumpulkan data dalam p an kualitatif. Dalam hal ini dokumentasi
yang digunakan _k poran  pemberdayaan lembaga
perdamaian Pe gama Parepare ) dan rekaman. Data yang

dokumen ini akan diola dijadikan satu dengan data

pakan proses sistem pengaturan

tatan lapangan, dan yang telah

gkatkan pemahaman ateri-materi

ngkinkan menyajikan apa kan kepada
ini adalah
ulkan lebih
ata tersebut

e, dokumen

a cerai gugat

di Pengadilan Agama Parepare (Analisi Kasus Perceraian) menggunakan analisis

“42Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), h. 231.

4Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data (Cet. 1l; Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2011) h.3.
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deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul baik melalui hasil observasi, instrumen,
dokumentasi, serta wawancara dengan hakim.
Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa yang

bersifat kualitatif, maksudnya adalah penelitian dilakukan hanya berdasarkan pada

fakta yang ada dan ditemui dari la penelitian, kemudian dipaparkan dalam
bentuk deskriptif.

Dalam analisis date enggunakan
3.6.1 Analisis indu dalam menganalisis atau

sikap yang

PAREPARE
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Parepare

4.1.1Sejarah Pengadilan Agama Parepare

Pengadilan Agama adalah ilan tingkat pertama yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman di li ma yang berkedudukan di ibu
h satu institusi pelaksana

penyelenggaraannya dasar hukum. Peradilan

ng-Undangan yang berl

Parepare resmi dibent Maret 1958

ag/Nomor 5/1958 Tent 3alai Sidang

e dengan nama Mahkama a Parepare
di serambi

inan K. H. A

g Parepare)
Kotamadya

paten Barru, S Pada tahun

. I'<abupat etﬁ is E'nbentu.k.

Mahka h Parepare
itu dipilihlah K. H. Agib Siangka untuk

ah Syariah
secara memimpin
mengalami kekosongan pimpinan. Un

menggantikan posisinya.*®

4 Aden Rosadi, Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum (cet. 1;
Bandung : Simbioasa Rekatama Media, 2015), h. 73.

“SPA Parepare, Sejarah Pengadilan Agama, https://paparepare.go.id (diakses pada tanggal 5
Desember 2018).

56
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Pengadilan Agama Parepare telah eksis selama kurang lebih 58 tahun.

Pengadilan Agama Parepare telah dipimpin oleh sepuluh orang ketua sebagai berikut:

© © N o g > w b

e I < e
o &~ w db = O

adalah s

1.

. Dra. Hadira.

2
3
4.
5

K. H. Abd. Hakim Lukman (periode 1959 -1967);
K. H. Aqib Siangka (periode 1967-1980);

Drs. H. Muh. Hasan H. Muhamm iode 1980 -1986),
Drs. A. Saiful Islam Tahi
periode 1993 -

, S. H., M. H. (priode 2
., M. H (periode 2005 —
H (Periode 2010 — 201

— Sekarang)

ﬂEbanyak 1(

hakim dipnonw Pk

diantaranya

Drs.

. Muh.Nasir, B.S.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

. Dra. Fatmah Abujahja.
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6. Mudhirah, S.Ag.,M.H.
7. Mun’amah, S.H.I.

8. Salmirati, S.H, M.H.
9. Khoerunnisa, S.H.1.

10.Satriani Hasyim, S.H.I.
4.1.2 Visi dan Misi Penga

Visi
dan peraturan,
penden. Bebas
ri campur tangan pihak |
emperbaiki akses pel eralihan pada
Misi asyarakat.

emperbaiki kualitas input i | pad peradilan.

adilan yang , efisien, dan

kehakiman andiri, tidak

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Parepare.
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

“46PA Parepare, Visi Misi Pengadilan Agama, https://paparepare.go.id (diakses pada tanggal 5Desember
2018).
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beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,
shadagah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang
undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan

Agama mempunyai fungsi sebagai be

1. Memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi

kasasi dan

unsur di
gama (umum, kepegaw ecuali biaya

, pertimbangan dan na Islam pada

I daerah hukumnya, apabi ana diatur

r 7 tahun 198 ng Peradilan
pembagian
agama Islam

pasal 107

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan
hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/

penasehat hukum dan sebagainya, dan;
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7. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada
tahun hijriyah.
Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para

pencari keadilan di Pengadilan Agama Parepare, maka dalam melaksanakan

tugasnya berpedoman pada S

didiskusikan oleh b

erasional Prosedur (SOP), yang telah
n analisa beban kerja yang
tertuang dalam S a Parepare Nomor :W2)
ktober 2015 sebegai

anan Publik

tuk setiap proses kerja ;

ng jawab, target dan

yang diberikan atau yan etiap posisi

jambil keputusan:;

resiko dan an muncul bila lan tangung

dilaksanaka

sisem g R R

tugas dan
tem- sistem
yang dibangun .
Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi
menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang

menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi Dalam Standar Operasional (SOP)
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tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang :
a. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;

b. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;

c. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;

d. Pemanggilan para pihak berper i/saksi ahli ;

61

Pemanggilanpar i ahli, melalui Kementerian

N pe h Majelis F ;
an S usan ;
) utusan, Penetapan da Akta
anS anjar Biaya Perkara ;
berkasan per
tusan ;
berkas perkar

12. Permohonan Perkara Kasasi ;
13. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;

14. Penanganan Pengaduan Masyarakat ;

oleh pihak

15. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi

Peradilan Agama.
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Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut sebaik-baiknya, maka Pengadilan
Agama Parepare telah menyusun standar pelayanan peradilan pada Pengadilan
Agama Parepare dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomor :

W20 - A20 / 644.a / OT.00 / SK / X [/ 2015 tanggal 1 Oktober 2015. Standar

Pelayanan Peradilan pada Peng Agama Parepare tersebut disusun

berdasarkan Keputusan Ke Nomor: 026/KMA/SK/11/2012
tanggal 9 september 20

4.2. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Parepare

1. Tah
12 dihadi a be hak Hakim
ji ) k menempuh mediasi. ana pasal 17 (1)
pada h : ah di tentukan dan d leh hak, hakim
< kan para pihak untu puh i.%8 Hakim
P an perkara untuk memberi emps pses mediasi
paling | Hari Kerja. j edur mediasi a para pihak

yang b ta berdasarkan Pe un2016. Para piha lih Mediator

dari da a yang telah t Pertama ata lama 2 hari
kerja b ya.* Apapkln E@ ithEbut para tidak dapat
memili e njuk Hakim

4’PA Parepare, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama, https://paparepare.go.id(diakses
pada tanggal 5 Desember 2018).

48 pasal 17 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
49 pasal 20 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
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2. Tahap Proses Mediasi.
Dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah para pihak menunjuk
Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing-

masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang

ditunjuk. Proses Mediasi berlangsu ama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih

oleh para pihak atau ditunj ediator wajib memperseiapkan

pakati. Apabila dianggap

Jak beritikad
baik ap i menghadiri

mediasi dalam perte pertemuan
ingga Mediator berkew. ediasi telah
Gagal
dirumuskan
secara dan ditanda Jika mediasi

diwakil Kuasa Huku cara tertulis
dap kembali
veri tahukan

kesepakatan

perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.

Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam

%0pasal 7 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
51 Pasal 27 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
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bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau
clausula yang menyatakan perkara telah selesai.
4. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan

secara tertulis bahwa proses mediz gagal dan memberitahukan kegagalan

tersebut kepada Hakim.>? Pe iksaan perkara Hakim pemeriksa
perkara tetap berwe ha amaian hingga sebelum
para pihak dalam
proses ’ sidangan.

5. Te

njalankan  tugas se ia dak boleh
iluar Pengadilan. Pen
Pengadilan Agama dan
anding, Kasasi, dan Peninj
k yang berse ian di ti ling/ Kasasi/

mbali wajib men ar i : Pengadilan

mengadili.%* gama yang

N kepadf* mEIP NR Eama (bag
»

adili  segera

ra Banding)
pali) tentang
Banding/Kasasi/

Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama

52Pasal 32 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
3pasal 17 Ayat 2 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
54 Pasal 34 Ayat 2 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
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14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut. Para pihak melalui Ketua
Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada
Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta
perdamaian. Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding/Kasasi/
Peninjauan Kembali dalam waktu selambat.— lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat
dalam Register Induk Perkara.
4.3 Peran Hakim Mediator dalam Mediasi Perkara Cerai Gugat di Pengadilan
Agama Parepare.
Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan

oleh mediator. Pandangan Gunawan dalam wawancara;

“Peran Mediator sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi, Karena
Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para
pihak, meminpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga
kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu
kesepakatan. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentinga
para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun iInteraksi dan
komunikasi positif, sehingga ia mampu meyelami kepentingan para pihak dan
berusaha menawarkan alternatif dalam memenuhi kepentingan tersebut.”>®

Dalam memandu proses: komunikasi; mediator ikut mengarahkan para pihak
agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam
rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa peran mediator yang sering ditemukan
ketika proses mediasi berjalan..Peran tersebut antara lain:

1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak

2. Menerangkan proses dan mendidik para pthak dalam hal komunikasi dan
menguatkan suasana yang baik.

3. Membantu para pihak untuk mengahadapi situasi atau kenyataan

4. Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawarmenawar

55 Gunawan,wakil ketua, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (3/12/2018).
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5. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan
pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.%®

Peran mediator akan terwujud apabila mediator mempunyai sejumlah keahlian

(skill). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (training) dan

sejumlah pengalaman dalam meyeles 1. konflik atau sengketa. Mediator sebagai

pihak yang netral dapat me i.dengan kapasitasnya. Mediator

hanya melakukan hal-h

rtemuan
ara enjaga aturan agar proses p ngan ysung secara

Jalikan emosi |para

ng para piha tau segan dal gemukakan

e PAREPARE

alam proses

1. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan

2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak

56Syahrizal Abbas, Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan
HukumNasional, h. 80.
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3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah
pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa harus diselesaikan
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah

5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah

6. Membujuk para pihak u rima ususlan tertentu dalam rangka
penyelesaian sengk
baik oleh seseorang yang
hakim yang menjadi r di Pengadilan Agama
dalam p terbaik agar
proses j simal se : N keputusan
an mediator.
kegagalan mediasi s : aktor-faktor
bat selama proses aktor-faktor
ediasi :

ingga dapat
mendorong
g mediator
an mediator

dan kebijak
ak berhasil

pihak akan
kemampuan

mpila (skill)
untuk melakukan mediasi. Skill akan menentukan berhasil tidaknya seorang mediator

menyelesaikan sengketa para pihak. Pengetahuan yang banyak belum tentu menjamin

S’sSyahrizal Abbas, Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan
HukumNasional, h.81.

% Gunawan, wakil ketua, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (3/12/2018).

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



68

keberhasilan mediator melaksanakan mediasi, tanpa dibarengi dengan sejumlah
keterampilan.

2. Faktor Sosiologis dan Psikologis.

“Kondisi sosial para pihak sangat menentukan akan keberhasilan mediasi.
Misalnya, bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki
penghasilan akan khawatir -kekurangan nafkah dirinya dan anak-anak
sehingga akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun,
wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang
cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat.”>°

Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan
mediasi.Seseorang “yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah
merasaketidaknyaman bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung
lama.Semakin besar tekanan yang ada pada diri sesearang, berarti semakin besar pula
keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya.

3. Moral dan Kerohanian

Prilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk
mengupayakan perdamaian. Namun, prilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu
pihak tidak mau kembali rukun karena bila'kembali dalam ikatan perkawinan akan
memper buruk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh
pada keberhasilan mediasi.

4. |ktikad Baik Para Pihak

*Saat proses.mediasi-berlangsung, mediator.-berperan.sebagal penengah yang
berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang
dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak
didukung oleh iktikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran
masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan
dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik pihak
Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat
untuk hidup bersama.”®

% Gunawan, wakil ketua, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (3/12/2018).

60 Gunawan, wakil ketua, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (3/12/2018).
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Iktikad baik para pihak yang berperkara juga sangat berpengaruh akan
keberhasilan mediasi karena sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam
mendamaikan tidak akan berhasil apabila para pihak tidak beritikad baik selama

proses mediasi. Seperti salah satu pihak tidak hadir setelah panggilan secara patut dua

kali berturut-turut dalam pertemu i tanpa alasan yang sah. Dalam hal ini

mediasi tidak akan dapat tu pihak tidak hadir dan akan
ditunda dan dilakuka n kembali.

diasi adalah sebagai

1. ak Untu erai
erperkara yang sudah kuat untuk
didamaikan. Sebesar g dilakukan
damaikan para pihak asil karena
t untuk berpisah.”
t mediasi salah satu pih sudahsangat
kuat ke ercerai. Kedatangan mereka i amabiasanya

terjadi

perdamaian.

perselisihan
onflik yang

usaha yang
erlarut-larut
hingga sulit
untuk mencapal perdamaian.”

61 Gunawan, wakil ketua, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (3/12/2018).

62 Gunawan, wakil ketua, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (3/12/2018).
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Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut,
saatmediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak
dapatmenerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri.

Bahkan sering terjadi pemohon/penggugat sudah tidak bisa memafkan

Termohon/Tergugat sehingga sulit n kembali.

3. Adanya Kekerasan dal
”Kekerasan dal
menyangkut

itu tidak da

ntuh didamaikan karena ini
eperti ini sebagian besar
lain selain perceraian.5®

P seseorang
terutam puan yang bere ; 3 penderitaan
secara uk ancaman
melaku : : ara melawan

hukum ) orban yang

ringan Islam telah

mempb

63 Gunawan, wakil ketua, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (3/12/2018).
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amu khawatlrkan nus aka nasehatilah mereka

“Wanita-wa
lagi Maha

ak ada jalan

lain sel i eselamatan pemohon.

ediasi tetap

4.4, Efe sca Perma No 1 tah lan Agama
akan  oleh
Soerjon 5 (lima)

faktor.F positif atau

Undang-undangNomor 1 tahun 2008 yang disempurnakan dalam Undang-undang

Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

64 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Raja Publishing, 2011),
h. 84.

65 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,h.7.
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2. Faktor penegak hukum yakni para pegawai hukum pengadilan di
lingkunganPengadilan Agama Parepare.
3. Faktor sarana atau fasilitas yangmendukung penegakan hukum, karena tanpa

adanya sarana atau fasilitas tertentu,maka tidak mungkin penegakan hukum akan

berlangsung dengan lancar.
4. Masyarakat, yakni ling ebut berlaku atauditerapkan.

Faktor kebudayaa nilai-nilai yang mendasari

a) faktor keberhasilan kan sebagai

berikut adalah pengura a efektivitas
a Nomor 1 Tahun 2016
Nomor 1 t osedur Med Pengadilan
memili i bagi para pihak erperkara di
iasi, maka [ pengadilan
adilan harus
gan upaya
an masalah
yang buntu agarmencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka.Berdasarkan teori
efektivitas hukum yang penulis gunakan sebagai alat ukurpenelitian ini, Perma

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilanmemiliki kekuatan
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hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat. Olehkarenanya, penulis
memberikan kesimpulan sebagai berikut:
a. Landasan yuridis Perma Nomor 1 tahun 2016 adalah peraturan perundang-

undangan,sehingga  diakui  keberadaannya dan  mempunyai  kekuatan

hukummengikat. Perma merupa alengkap peraturan perundang-undangan

yangtelah ada sehingga be ngan hukum.

b. Mahkamah Agung Kewenangan me aturan sebagaimanadiatur

dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang
u,penerbitan

dang an.

eran sangat penting ak hasil diasi.® Oleh

karena dituntut memiliki ke yan agar proses

car dan sesuai dengan pro yang Jiatur dalam
si di Pengad
ualitas mediator.

yang berbe gan litigasi

nisiatif agar

3. Fasilitas dan Sarana

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Parepare hanya ada satu ruang yang di

dalamnya hanya ada satu meja dan Dua kursi. Dalam ruang tersebut dapat dilakukan

6 Maskur Hidayat,Strategi & Taktik Mediiasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 69.
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satu kali proses mediasi.
Fasilitas ruang mediasi masih kurang ideal bagi proses mediasi. Faktor
faktoryang menyebabkan tidak idealnya ruang mediasi adalah :

a. Tidak adanya keseimbangan antara ruangan dan laju jumlah perkara yang masuk

di Pengadilan Agama Parepare g akukan proses mediasi bagi  para pihak

dikarenakan ruangan ehingga para pihak seringkali

terlihat mengantri

diupayakan

ediasi terasa

mengenai p i ediasi yang

mempe kepatuhan akni sebagai

berikut

r. Mediator
ratif selama
ak. Sebelum
kali mereka
at dilakukan

, sangat sulit bahkan gaga . Komunikasi para pihak
sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah
pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai. Para pihak ada juga yang kooperatif,
namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga
dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi
hanya sebagai formalitas.®’

’Gunawan, wakil ketua, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (3/12/2018).
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5. Kebudayaan
Banyak hal yang mengakibatkan terjadinya perceraian, Gunawan dalam

Wwawancaranya,

“Pertama, Persoalan moral pun sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah
tangga seperti halnya dengan Krisis akhlak dan cemburu yang berlebihan.
Kedua, Meninggalkan kewajiban, ini.disebabkan salah satu pihak tidak
bertanggung jawab akan_kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan,
seperti tidak memberi- nafkah baik lahir maupun batin. Ketiga, Pernikahan
dibawah umur, biasanya terjadi pada pihak istri yang sejarah perkawinannya
dipaksa oleh kedua orang tuanya yang kemudian hari banyak menimbulkan
ketidak harmonisan diantara pasangan suami istri dan pola fikir yang belum
dewasa. _Keempat, Perselisihan yang__ber